BAB II

MURABAHAH,WAKALAHDAN KONSEP PEMBIAYAAN

A. Murabahah
1. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah istilah dalam figih Islam yang berarti suatu bentuk
jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang,
meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk
memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang
diinginkan.*

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari’ah, akad
murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga
belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih
sebagai keuntungan yang disepakati.*’

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, murabahah adalah
pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh sahib al-mal dengan
pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan

bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang

* Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari’ah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 82.
%0 Penjelasan Pasal 19 huruf ¢ UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah.
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merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya
dilakukan secara tunai atau angsur.*!

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah
menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan
pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba, baik dibayar
tunai maupun angsur, dengan tujuan untuk membantu orang lain atau
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.**

Tingkat keuntungan (laba) dalam murabahah ini bisa berbentuk
lumpsum (sekaligus) atau presentase tertentu dari biaya perolehan.*
Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan di
kemudian hari yang disepakati bersama.** Oleh karena itu, murabahah tidak
dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda (deferred
payment), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagaian orang yang
mengetahui murabahah hanya dalam hubungannya dengan transaksi
pembiayaan di perbankan syari’ah, tetapi tidak memahami figih Islam.*
Landasan Hukum Murabahah
a. al Qur’an

Al Qur’an tidak memuat acuan langsung berkenaan dengan

murabahah, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual,

*! Pasal 20 ayat (6) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah
42 Mardani, Hukum Perikatan Syari’ah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 124.
* Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari’ah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 82.

“ Ibid.
* Ibid.
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keuntungan, kerugian, dan perdagangan. Demikian juga tidak ada hadits
yang memiliki acuan langsung kepada murabahah.*® Para ulama awal
Islam seperti Malik dan Syafi’i secara khusus menyatakan bahwa
penjualan murabahah berlaku, tetapi tidak menyebutkan refrensi hadits
yang jelas.”” Hukum jual beli sendiri adalah mubah (boleh)*®. Hal ini
berdasarkan kepada dalil dari al Qur’an. Adapun dalil dari al Qur’an
terdapat dalam :

1. QS Al Baqarah ayat 275
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Artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba® tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran
(tekanan) penyakit gila . keadaan mereka yang demikian itu, adalah
disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu

* Mardani, Hukum Perikatan Syari’ah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 124.

4 Abdul Ghafur Andhari, Aspek Hukum Reksadana Syari’ah di Indonesia, (Bandung: Refika
Aditama, 2008), 20.

48 Mardani, Hukum Perikatan Syari’ah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 84.

¥ “Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan
oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis,
tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti
penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini
riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah”.

* Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.
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sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan
dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya
apa yang Telah diambilnya dahulu °' (sebelum datang larangan); dan
urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil
riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di
dalamnya”. ( QS Al Bagarah ayat 275)

2. QS Al Baqarah ayat 198
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Artinya :

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil
perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari
'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam >*. dan berdzikirlah
(dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu;
dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang
yang sesat”. (QS Al Bagarah ayat 198)>*

3. QS An Nisa ayat 29

°! Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.
>2 Departemen Agama, A/-Quran dan terjemahnya, 36.

>3 Talah bukit Quzah di Muzdalifah.

> Departemen Agama, Al-Quran dan terjemahnya, 24.
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Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah
kamu membunuh dirimu °°; Sesungguhnya Allah swt adalah Maha
Penyayang kepadamu”. (QS An Nisa ayat 29)°

b. Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000
Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH
Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari’ah
1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang
bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh
syari’ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian
barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama
bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan

dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan

secara hutang.

**Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh
orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan.
% Departemen Agama, Al-Quran dan terjemahnya, 65.
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6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah

(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus
keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu
secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut
biaya yang diperlukan.

Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati
tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepaki.
Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau
kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan
perjanjian khusus dengan nasabah.

Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk
membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli
murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip

menjadi milik bank.

Kedua :Ketentuan Murabahah kepada nasabah

1.

Nasabah mengajukan permohoan dan perjanjian pembelian
suat barang atau aset kepada bank.

Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus
membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah

dengan pedagang.
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. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah
dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan
perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum
perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak
harus membuat kontrak jual beli.
Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah
untuk membayar uang muka saat menandatangani
kesepakatan awal pemesanan.
. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut,
biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
. Jika nilai uvang muka kurang dari kerugian yang harus
ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa
kerugiannya kepada nasabah.
. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif
dari uang muka, maka:
a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang
tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi
milik bank maksimal sebesar kerugian yang

ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut;
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dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah

wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga  : Jaminan dalam Murabahah

1.

Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius
dengan pesanannya.
Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan

yang dapat dipegang.

Keempat : Hutang dalam Murabahah

1.

Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam
transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi
lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas
barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang
tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap
berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada
bank.

Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa
angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh
angsurannya.

Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian,
nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai

kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat
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pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu
diperhitungkan.
Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan
menunda penyelesaian hutangnya.

2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja,
atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya,
maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase
Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui
musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan

hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia

menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PB1/2005
Tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah.
1. BAB I Pasal 1 Ayat 7, murabahah adalah jual beli barang sebesar
harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang

disepakati.



33

BAB II Pasal 9 tentang penyaluran dana berdasarkan murabahah,
Salam, Istishna’

Ayat 1

Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan
murabahah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

a) Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian
jual beli barang.

b) Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada
bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.

c) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga
pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

d) Dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk
membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan
setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

e) Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka
atau urbun saat menandatangani kesepakatan awal
pemesanan barang oleh nasabah.

f) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan
tambahan selain barang yang dibiayai bank.

g) Kesepakatan marjin harus ditentukan satu kali pada awal

akad dan tidak berubah selama periode akad.
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h) Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan

secara proporsional.
Ayat 2
Dalam hal bank meminta nasabah untuk membayar uang muka atau
urbun sebagaimana dikmaksud pada ayat (1) huruf e maka berlaku
ketentuan sebagai berikut :

a) Dalam hal vang muka, jika nasabah menolak untuk membeli
barang setelah membayar uang muka, maka biaya riil bank
harus dibayar dari uang muka tersebut dan bank harus
mengembalikan kelebihan uang muka kepada nasabah.
Namun jika nilai uang muka kurang dari nilai kerugian yang
harus ditanggung oleh bank, maka bank dapat meminta lagi
pembayaran sisa kerugiannya kepada nasabah.

b) Dalam hal wurbun, jika nasabah batal membeli barang, maka
urbun yang telah dibayarkan nasabah menjadi milik bank
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat
pembatalan tersebut, dan jika wrbun tidak mencukupi,

nasabah wajib melunasi kekurangannya.
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3. BABII Pasal 10
Ayat 1
Dalam pembiayaan murabahah bank dapat memberikan potongan
dari total kewajiban pembayaran hanya kepada nasabah yang telah
melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu
dan/atau nasabah yang mengalami penurunan kemampuan
pembayaran.
Ayat 2
Besar potongan murabahah kepada nasabah tidak boleh
diperjanjikan dalam akad dan diserahkan kepada kebijakan bank.
3. Rukun Murabahah
Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada
beberapa , yaitu :

a. Pelaku akad, yaitu ba’j (penjual) adalah pihak yang memiliki barang
untuk dijual, dan musytari’ (pembeli) adalah pihak yang memerlukan
dan akan membeli barang

b. Objek akad, yaitu mabi’ (barang dagangan) dan thaman (harga)

c. Sighah, yaitu Ijab dan Qabul’’

Mourabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali

tidak ada hubungannya degan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual

37 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari’ah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 82.
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beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syari’ah dengan menambah

beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi,

validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-

benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syari’ah.’®

4. Syarat Murabahah

a.

b.

Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.

Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.

Kontrak harus bebas riba.

Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang

sesudah pembelian.

Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi,

pembeli memiliki pilihan :

1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya

2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuan atas
barang yang dijual

3) Membatalkan kontrak

¥ 1bid,. 83.
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Jual beli murabahah di atas hanya untuk barang atau produk yang
telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negoisasi dan

berkontrak.>’

B. Wakalah
1. Pengertian Wakalah
Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau
pemberian mandat. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai az-
tafwidh. Contoh kalimat “aku serahkan urusanku kepada Allah swt”

mewakili pengertian istilah tersebut.®

Pengertian yang sama juga disebut sebagaimana yang telah ada dalam

firman Allah swt,
=, A (BT e

Artinya :

"Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik
Pelindung". (Q S Ali Imran Ayat 173)°'

Akan tetapi, yang dimaksud sebagai a/-wakalah dalam pembahasan bab
ini adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam

hal-hal yang diwakilkan.®*

** Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani, 2001),
103.

%Sayyid Sabiq, Figih as Sunnah (Beirut: Darul-Kitab al-Arabi, 1987), 213.

5! Departemen Agama, Al-Quran dan terjemahnya, 57.
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2. Landasan Syari’ah

Islam mensyariatkan al/-wakalah karena manusia membutuhkannya.

Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk

menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang

perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili

63
dirinya.

a. Al-Qur’an

Salah satu dasar dibolehkannya al-wakalah adalah firman Allah swt

berkenaan dengan kisah Ash-habul Kahfi,
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Artinya :

“Dan Demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling
bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara
mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka
menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata
(yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu
berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi
ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat
manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa
makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan

62 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001),

120.

8Ibid,. 121.
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janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”. (QS al-
Kahfi Ayat 19).*
Ayat ini melukiskan perginya salah seorang ash-habul kahfi yang
bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam
memilih dan membeli makanan.®

Ayat lain yang menjadi rujukan al-wakalah adalah kisah tentan Nabi

Yusuf a.s saat ia berkata kepada raja,

-
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Artinya :

“Berkata Yusuf: "Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir);
Sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi
berpengetahuan". (QS Yusuf Ayat 55).%

Dalam konteks ayat ini, Nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan
pengemban amanah menjaga “Federal Reserve” negeri Mesir.®’

b. Al-Hadith
Banyak hadith yang dapat dijadikan landasan keabsahan wakalah, di

antaranya,

% Departemen Agama, Al-Quran dan terjemahnya, 236.
% Ibid,. 121.
% Departemen Agama, Al-Quran dan terjemahnya, 193.
67 1

Ibid



40

Artinya :

“Bahwasanya Rasulullah saw. Mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan
seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah bintil-Harits.”
(Malik no.678, kitab al-Muwaththa’, bab Haji)

Dalam kehidupan sehari-hari, rasulullah telah mewakilkan kepada
orang lain untuk berbagai urusan. Di antaranya adalah membayar utang,
mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan
unta, mambagi kandang hewan, dan lain-lainnya.®®
Iima’

Para ulama pun bersepakat dengan Jjjma’ atas dibolehkannya
wakalah. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan
alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis fa’awun atau tolong-menolong
atas dasar kebaikan dan takwa. Tolong-menolong diserukan oleh Al-

Qur’an dan disunnahkan oleh Rasulullah saw.®

Allah swt berfirman,

° € a7 7z e //& eyl w10 1o -
@) 95.&134;;11 Je 18315 N5 ¢o5ailly 21 e 185055
Artinya :

% 1bid,. 122.

% Wahbah az-Zuhaili, a/-Figih al-Tislami wa Adillatuhu (Damaskus: Darul-Fikr, 1997), 4060-4061.



41

“...Dan, Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam
(mengerjakan) dosa dan permusuhan.....”. (QS al-Ma’idah ayat 2)"

d. Rukun dan Syarat
Rukun dari akad wakalah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada
beberapa hal, yaitu ;"'

1. Pelaku akad, yaitu muwakil (Pemberi kuasa) adalah pihak yang
memberikan kuasa kepada pihak lain, dan waki/ (penerima kuasa)
adalah pihak yang diberi kuasa.

2. Objek akad, yaitu taukil (objek yang dikuasakan)

3. Sighah, yaitu ljab dan Qabul
Sedangkan syarat-syarat dari akad wakalah, yaitu ;">

1. Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan

2. Tidak bertentangan dengan syariat [slam

C. Konsep Pembiayaan
1. Pengertian
Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan
pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank

syari’ah kepada nasabah.” Pembiayaan secara luas berarti financing atau

pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung

" Departemen Agama, Al-Quran dan terjemahnya, 85.

" Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari’ah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 104

2 1bid, 105

3 Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,2002), 260.
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investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun
dijalankan oleh orang lain.”

Pembiayaan menurut Muhammad secara arti luas berarti financing
atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung
investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun
dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk
mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan,
seperti Bank Syari’ah kepada nasabah. Dalam kondisi ini arti pembiayaan
menjadi sempit dan pasif.”

Pembiayaan menurut Kasmir adalah penyediaan uang atau tagihan
yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai
untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu
tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”®

Muhammad Syafi’i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan
merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana
untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.”’

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan

menyatakan,

™ Ibid.

7 Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,2002), 260.
76 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Rajawali Press,2008), 96.
77 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press,

2001), 160.
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“Pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah adalah penyediaan uang
atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang
dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka
waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua
hal berikut,78
a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk

memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan

usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk
memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi
menjadi dua hal berikut,”

a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi
kebutuhan :

1) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah
hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan

kualitas atau mutu hasil produksi.

" 1bid,. 160.
 1bid,. 160.
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2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of
place dari suatu barang.

b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-
barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat
kaitannya dengan itu.

2. Unsur - unsur Pembiayaan

Dalam pembiayaan mengandung berbagai maksud, atau dengan kata
lain dalam pembiayaan terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi
satu. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan adalah
sebagai berikut:™

a) Kepercayaan.

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang
diberikan benar — benar diterima kembali di masa yang akan datang
sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan yang diberikan
oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu
pembiayaan berani dikucurkan. Oleh karena itu sebelum sebelum
pembiayaan dikucurkan harus dilakukan penyelidikan dan penelitian
terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara

intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi

% Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Rajawali Press,2008), 98.
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pemohon pembiayaan sekarang dan masa lalu, untuk menilai
kesungguhan dan etika baik nasabah terhadap bank.
Kesepakatan.

Kesepakatan antara si pemohon dengan pihak bank. Kesepakatan ini
dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing - masing pihak
menandatangani hak dan kewajiban masing - masing. Kesepakatan ini
kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani kedua
belah pihak.

Jangka Waktu.

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu,
jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah
disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran
yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka
waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Resiko.

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan
akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian
suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka
semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi
tanggungan bank, baik resiko disengaja, maupun resiko yang tidak

disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah
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tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga tidak mampu melunasi
pembiayaan yang diperoleh.
Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah adalah untuk
meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai
dengan nilai-nilai Islam.*' Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati
oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri,
pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan
menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam
rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.**
Fungsi Pembiayaan

Keberadaan bank syari’ah yang menjalankan pembiayaan
berdasarkan prinsip syari’ah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan
meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk
menciptakan lingkungan bisnis yang aman, di antaranya :*
Memberikan pembiayaan dengan prinsip syari’ah yang menerapkan

sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.

8! Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah : Dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001),

161.
82 Ibid.
8 Ibid.
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b) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional
karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank
konvensional.

¢) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh
rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang
dilakukan.

5. Prinsip Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syari’ah
bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang
berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia
perbankan syari’ah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C, yaitu 54
a. Character

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon
penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan
kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi
kewajibannya.

b. Capacity

Yaitu penilaian secara subjektif tentang kemampuan penerima
pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan

catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung

8 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Rajawali Press,2008), 98.
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dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko,
karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.
Capital

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh
calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan
secara keseluruhan yang ditujukan oleh rasio finansial dan penekanan
pada komposisi modalnya.
Collateral

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian
ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan
pembayaran tercapai terjadi , maka jaminan dapat dipakai sebagai
pengganti dari kewajiban.
Condition

Bank syari’ah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di
masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis
usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut
karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha

calon penerima pembiayaan.





